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BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 97 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 94 TAHUN
2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MOYO HILIR

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

a. bahwa perubahan rencana strategis Kecamatan Moyo

Hilir ~Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
merupakan perubahan rencana pembangunan lima
tahunan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa
yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan
kewenangan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten
Sumbawa Tahun 2021-2026;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis
perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam
tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan
keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan
dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 94 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Kecamatan Moyo Hilir
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
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10.

11.

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
secbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi  Masyarakat dalam  Penyelen
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik  Indonesin Tahun 2018 Nomeor 33)
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19,

20.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintnhan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan
Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1842);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Sera Tata Cara Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomer 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan  Pelaksanaan  Kajian
Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 994},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang

Rencana  Strategis  Kementerian  Pendayagunaan
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21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29,

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 440);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Pernturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1569

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2020-2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 571);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun
2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 686);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor
1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 712);

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten
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Sumbawa (Berita Dacrah Kabupaten Sumbawa Tahun
2020 Nomor 80);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MOYO
HILIR KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026.
Pasal |

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 94 Tahun
2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa
Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor
94), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

HA BAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SUMBAWA NOMOR 94
TAHUN 2021

TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MOYO HILIR
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN
2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memperhatikan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Ewvaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra
selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyusun rencana
kerja. Pada Pasal 30 Ayat (1) dalam regulasi yang sama seperti di atas,
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat
Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
1 (satu) tahun.

Pada Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Ewvaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana
pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah, Rencana
pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan rencana
Perangkat Daerah, terdiri atas: Renstra Perangkat Daerah; dan Renja
Perangkat Daerah. Pada Pasal 13, selanjutnya disebutkan bahwa Renstra
Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib
dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan
bersifat indikatif, sedangkan Renja Perangkat Daerah memuat program,
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang
disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Menurut ketentuan Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
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Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, disebutkan bahwa perangkat Daerah melakukan penyusunan
Renstra Perangkat Daerah dan renja perangkat daerah. Dalam rangka
penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah
dimaksud, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi
dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan yang terkait. Pasal 16 Ayat (2)
selanjutnya menyebutkan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat
Daerah disusun secara bertahap, yang dimulai dengan (a) persiapan
penyusunan; (b) penyusunan rancangan awal; (c) penyusunan rancangan; (d)
pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (e)
perumusan rancangan akhir; dan (f) penetapan,

Pada Bagian Keenam Paragraf 1 Pasal 108 sampai dengan Pasal 124
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan secara detail bagaimana proses

penyusunan renstra perangkat daerah, sebagai berikut:

Tahapan: Proses Keterangan:
Persiapan 4. penyusunan rancangan a. Tim penyusun Renstra PD
Penyusunan keputusan Bupati tentang dipersiapkan oleh Kepala PD
Renstra pembentukan tim penyusun dan diusulkan kepada

Renstra PD; Bupati untuk ditetapkan

b. pembentukan tim penyusun dﬂinpﬁ SUPAE Ropattm
Renstra PD dimulai dari
penyiapan rancangan Surat b. Susunan keanggotaan tim
Keputusan Bupati tentang penyusun Renstra PD vang
pembentukan tim penyusun ditetapkan dengan
Renstra PD. Susunan keputusan Bupati sekurang-
keanggoiaan tim berasal dari kurangnya: Ketua (Kepala
pejabat dan staf PD PD), Sckretaris (Sekretaris
bersangkutan yang memiliki PD), Pokja (disesuaikan
kemampuan dan kompetensi di dengan kebutuhan
bidang perencanaan dan (pejabat/staf PD dan unsur
penganggaran. pemerintah/non pemerintah

yang dinilai kompeten

c. orientasi mengenai Renstra ¢. sebagai tenaga ahli).
PD;penyusunan agenda kerja
tim penyusun Renstra FD; d. TI.I}'E.‘IHII. ﬂril:nl‘.ﬂﬂi Hdﬂhlh

untuk penyamann persepsi

d. Tim penyusun Renstra PD dan memberikan
bertugas untuk pemahaman terhadap
mengumpulkan data dan hl.'.‘l‘hﬂgﬂi permtumn
informasi, menyusun dokumen perundang-undangan
perencanann sesual tahapan berkaitan dengan renbang
dan tata cara termasuk nasional dan daerah,

melakukan pengendalian keterkaitannya dengnn




penyusunan kebijakan dokumen perencanaan

dokumen rencana PD, lainnya, teknis penyusunan
dokumen, dan menganalisis

penyiapan data dan Informasi sertn menginterpretasikan

perencanaan pembangunan data dan informasi renbang

Daerah berdasarkan SIPD. dacrah yang diperiukan
dalam Menyusun dokumen
renbang daerah.

e, Bahan orienlasi mengenal
dokumen renbang daerah
dan dokumen rencana PD,
mencakup: (1)Peraturan
perundang-undangan yang
terkait dengan renbang dan
penganggaran daerah;
(2)Panduan atau pedoman
teknis terkait penyusunan
dokumen renbang dacrah
dan dokumen rencana FD;
dan (3)Buku-buku literatur
tentang renbang dan

penganggaran daerah.

Penyusunan  a.

analisis gambaran pelayanan;  a. Penyusunan ranwal Renstra

Ranwal PD dilakukan bersamaan
Renstra PD b, analisis permasalahan; dengan penyusunan ranwal
¢. penelaahan dokumen RPJMD;
perencanaan lainnya; b. Penyusunan ranwal Renstra
d. analisis isu strategis; PD, disajikan dengan
sistematika paling sedikit
e. perumusan tujuan dan memuat: pendahuluan;
sasaran PD berdasarkan gambaran pelayanan PD;
sasaran dan indikator serta permasalahan dan isu
target kinerjadalam rancangan strategis PD; tujuan dan
awal RPJMD; sasaran;strategi dan arah
kebijakan;rencana pProgram
f. perumusan strategi dan arah dan kegiatan serta
kebijakan PD untuk mencapai pendanaan; kinerja
tujuan dan sasaran serta target penyelenggaraan bidang
kinerja PD; dan urusan; dan
g perumusan rencana program, o penytup.
kegiatan, indikator
kinerja,pagu indikatif, lokasi
kegiatan dan kelompok
sasaran berdasarkan strategi
dan kebijakan PD serta
program dan pagu indikatil
dalam ranwal RPIMD,
Penyusunan a. Rancangan Renstra PD a. BAPPEDA melakukan o
Rancangan disusun dengan verifikasi terhadap




rncangan Renstra PD.

Renstra menyempurnakan ranwal
Perangkat renstra PD berdasarkan SE
Daerah Bupati tentang penyusunan b. Verifikasi bertujuan untuk
rancangan renstra PD, memastikan rmncangan
Renstra PD 1elah selarns

b, Rancangan Renstra PD dibahas dengan ranwal RPJIMD dan

dalam forum PD/lintas PD, mengakomodir hasil Berita
Acara.

c. Hasil kesepakatan forum
PD/lintas PD dirumuskan ¢. Dalam hal hasil verilikasi
tlalam Berita Acara. ditemukan ketidaksesuaian,

BAPPEDA menyampaikan

d. Rancangan Renstra PD saran dan rekomendasi
disempurnakan berdasarkan untuk penyempurnaan
Berita Acara. rancangan Renstra PD

e. Rancangan Renstra PD kepada PD.
disajikan {iengan sesuai d. Berdasarkan saran dan
sistematika standar. rekomendasi BAPPEDA,

f. Rancangan Renstra PD kepala PD menyempurnakan
disampaikan oleh kepala PD Rancangan Renstra PD.
kepada kepala BAPPEDA untuk Rancangan Renstra PD yang
diverifikasi dan dijadikan telah disempurnakan
E-Ehﬂ.gﬂ.i bahan masukan dalam dlsnmpaikan kembali oleh
penyempumaan ranwal kﬂpﬂlﬁ PD kepada kepala
RPIMD. BAPPEDA.

g. Penyampaian Rancangan Verifikasi rancangan Renstra
Renstra PD paling lambat 10 PD disampaikan paling
PD/lintas PD. sctelah penyampaian

rancangan Renstra PD.
Pelaksanaan a. Forum PD/lintas PD a. Hasil pelaksanaan forum
Forum PD/ dilaksanakan oleh kepala PD PD/lintas PD dirumuskan
Lintas PD berkoordinasi dengan dalam BA kesepakatan dan
BAPPEDA. ditandatangani oleh unsur

b. Forum PD/lintas PD dihadiri i::::;::::m _,'.::E
oleh pemangku kepentingan menghadiri Forum PD/lintas
yang terkait dengan tugas dan PD.
fungsi PD.

c. Forum PD/lintas PD bertujuan

untuk memperoleh masukan
dalam rangka penajaman
target kinerja sasaran, program
dan kegiatan, lokasi dan
kelompok sasaran yang telah
disusun dalam rancangan
Renstra PD.

Forum PD/lintas PD
dilaksanakan paling lambat 2




(un) minggu setelah SE Bupati
diterimn,

Perumusan  a. Perumusan rancangan akhir
Rancangan Renstra PD,merupakan proses
:mﬂ" penyempurnann rancangan
enstra PD
Renstra PD menjadl rancangan
akhir Renstra PD berdasarkan
Perda tentangRPIMD,
b. Perumusan rancangan akhir
Renstra PD, dilakukan untuk
mempertajam strategi, arah
kebijakan, program dan
kegiatan PD berdasarkan
strategi, arah kebijakan,
program pembangunan Daerah
yang ditetapkan dalam Perda
lentang RPJIMD,
c. Rancangan akhir Renstra PD
disajikan sesuai dengan
sistematika.
Penetapan a. Rancangan akhir Renstra PD, a. Verifikasi, harus dapat
Renstra PD disampaikan kepala PD kepada menjamin tujuan, sasaran,
kepala BAPPEDA untuk strategi, arah kebijakan,
diverifikasi. program, dan kegiatan PD
- - - , dalam Renstra PD sclaras
b. h!publla hasil anﬁkam. _ dengan Perda tentang
ditemukan ketidak sesuaian, REJIMD.
BAPPEDA menyampaikan
sarn dan rekomendasi untuk b, Berdasarkan samn dan
penyempuInaan rancAngan rekomendasi, kepala PD
akhir Renstra PD kepada menyempurnakan
kepala PD. rancangan akhir Renstra
e. Verifikasi rancangan akhir o
Renstra PD paling lambat 2 c¢. BAPPEDA menyampaikan
minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra PD
rancangan akhir Renstra PD. yang telah diverifikasi
, kepada Bupati melalui
d. Rancangan akhir Renstra PD Sekda untuk l‘.ﬁfl:lﬂ[}kﬂl'l
yvang telah disempumakan dengan Perbup.
disampaikan kembali oleh
kepala PD kepada kepala d. Penctapan Renstra PD
BAPPEDA untuk dilakukan dengan Perbup, paling
proses penetapan Renstra PD. Iambat 1{satu) bulan setelah
Perda tentang RPJMD
¢, Rancanpgan akhir Renstra PD, ditetapkan.
disampaikan paling lambat
Iminggu setelah Perda tentang e, Renstra Perangkat Daerah

RPJIJMDditetapkan,

10

yang telah ditetapkan
dengan Perbup menjadi
pedoman kepala PD dalam



menyusun Renja PD dan
digunakan sebagal bahan
penyusunan rancangan
RKPD,

Seluruh proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
disajikan di atas, dapat digambarkan seperti di bawah ini:

bbbt FERTLLNA P AR AR

HARE AR AP B B R
Fidsn
U YT RATL A

LB T
AR AR AN
S s TR P

| (=7
@ ="

Dokumen renstra perangkat daerah memiliki hubungan dan
keterkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dalam
perangkat daerah itu sendiri, terkait dengan proses penyusunan dokumen
perencanaan daerah kabupaten, terkait dengan proses penyusunan dokumen
perencanaan provinsi, serta terkait dengan proses perencanaan
pembangunan secara nasional yang dilakukan oleh K/L teknis terkait. Maka
renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah, akan
terkait dengan renja perangkat daerah itu sendiri, terkait juga dengan
dokumen perencanaan pemerintah daerah kabupaten berupa RPJMD dan
RPJPD, dapat digambarkan secara visual seperti gambar di bawah ini:

o mrarn “—“‘]
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.“trﬂ_.'lr-i Euﬁﬂ}-‘—-—_% 1 “]'IJM_;?_:‘_J |_|

i e s ‘.u_._...l;.

T ewn s ﬂl:'rll::_ -]..-—_i... -RWE,:_-HHJ

RS =

e el e T
-.......-..--------_---*-.-..-.-.......,...,......

N — i
| et =) ([ eaci-) |
I ___l e rieerd 1 H
A ey £
[ neasken b— — o "umye |
o e e e b e .1.._-..|r

s DS

Hubungan antara dokumen renstra perangkat daerah dengan dokumen
perencanaan diluar pemerintah daerah, yaitu renstrn perangkat daerah
terkait di provinsi maupun renstra K/L dapat digambarkan secara visual
seperti gambar di bawah ini:
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S — - s 3
1.2 Landasan Hukum

Penyusunan renstra perangkat daerah ini dilaksanakan berdasarkan
dan/atau memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang terkait, yaitu:
1) Undang-UndangNomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat 1l dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat [ Bali, NTB,
dan NTT;

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5) Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

9) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

10) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

12



12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Kecamatan Moyo Hilir Provinsi
dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Tahun 2020-2024:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang
Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010
tentang RPJP Kabupaten Sumbawa 2005-2025;



23) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun
2011-2031;

24) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

25) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah
Kabupaten Sumbawa;

26) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021
tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026; dan

27) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 tentang
kedudukan,susunan organiasi, tugas dan fungsi Kecamatan di
Kabupaten Sumbawa.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra perangkat daerah ini secara de yure
memiliki maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai dokumen perencanaan 5 (lima)
tahunan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD
dan bersifat indikatif, serta akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah itu
sendiri untuk penyusunan renja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menurut ketentuan pada halaman 392 dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, bahwa sistematika penyusunan renstra perangkat Daerah, sebagai
sebuah organisasi perangkat disajikan sebagai berikut:
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BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV
BABV
BAB VI
BAB V11
BAB VIII

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MOYO HILIR

2.1 Tupgas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Moyo

Hilir

2.2 Sumber Daya Kecamatan Moyo Hilir

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Moyo Hilir

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Kecamatan Moyo Hilir

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MOYO

HILIR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi
Pelayanan Kecamatan Moyo Hilir

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Sekretriat Daerah Provinsi NTB

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MOYO HILIR

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Moyo Hilir

Kecamatan Moyo Hilir merupakan salah satu Perangkat Daerah di
Kabupaten Sumbawa yang mempunyal wilayah kerja di Kecamatan
sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik,
Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan Moyo Hilir
dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Moyo Hilir
mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainya. Tugas pokok dan
fungsi Kecamatan Moyo Hilir, Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa
Nomor 80 Tahun 2020, tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa

LAMPIRAN

PERATURAN BUTAT SUMBATA

NOWOR A0 TAMUN 300

TENTANG

KEDUDANCAN, BUSLINAN OROANITAS, TUGAS DAN FUTGS SFETA TATA KEAIN
EECAMATAN [ KABRTPATEN SUMBAWA

RALAY STITLINAN GROARISAS]
RECAMATAN Di RAFUPATEN SUUSBAR A

_ I ———y | SN e
P —— [ s
I j o 1 KECAMATAN
) ‘—"—
|
B A& U BAGAS
| FERENCANALN, e
| EEUMAAR, GAR AEFTOANALLS
AN —
I 1
=Ein | T | srem s | Es ‘
FEMLEEYT LAY EETENTEFAMAN DA FERTLOINTAIAN DT BORLAL BT AT R TR PELATARAN
EETERTAR | FIERANITRAR |

Uraian tugas dan fungsi Kecamatan di Kabupaten Sumbawa telah

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Kecamatan di Kabupaten Sumbawa,

No Jabatan “dl“ Fungsi
1 | Camat memimpin dan
Henyelerigakrakian a. menyelenggarakan

urusan pemerintahan
umum sesuai dengan
ketentuan peraturan

urusan pemerintahan
yang menjadi
kewenangan daerah di

KocATASR. perundang-undangan;

meningkatkan b. mengoordinasikan kegiatan
. koordinasi pemberdayaan masyarakat;
, penyel_enggamn c. Mengeoordinasikan upaya

pemerintahan, . penyelenggraan

pelayanan publik serta

pemberdayaan ketentraman dan

masyarakat desa dan
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kelurahan.

Ketertiban Umum

e.mengoordinasikan
penerapan dan
penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan
Bupati;

f. mengoordinasikan
pemeliharaan prasarana
dan sarana pelayanan
umum;

g. mengoordinasikan
penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan yang
dilakukan oleh perangkat
daerah di tingkat
kecamatan;

h.membina dan mengawasi
penyelenggaraan
pemerintahan desa dan/
atau kelurahan sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan yang mengatur
desa dan/atau kelurahan,

.melaksanakan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah yang tidak
dilaksanakan oleh unit
kerja perangkat daerah
yang ada di kecamatan;
dan

j. melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

e

melaksanakan urusan
umum, penyusunan
perencanaan,
pengelolaan
administrasi keuangan
dan kepegawaian.

a. Penyelenggaraan
penyusunan
perencanaan dan
program kerja
kecamatan;

b. penyelenggaraan
pengelolaan administrasi
perkantoran,
administrasi keuangan
dan administrasi
kepegawaian;

¢. penyelenggaraan urusan
umum dan
perlengkapan,
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keprotokolan dan
hubungan masyarakat;

. penyelenggaraan

ketatalaksanann,
kearsipan dan
perpustakaan;

. Pelaksanaan koordinasi,

pembinaan,
pengendalian, evaluasi
dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan
unit kerja; dan

. pelaksanaan fungsi lain

yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi
Pemerintahan

Merumuskan dan
melaksanakan
kebijakan teknis di
bidang Pemerintahan

. penyusunan bahan

perumusan,
pengoordinasian dan
pelaksanaan kebijakan di
bidang pemerintahan;

. penyusunan bahan

penetapan dan
pembinaan dibidang
Pemerintahan;

. pelaksanaanpemantauan,

evaluasidanpelaporandibi
dang emerintahan; dan

. pelaksanaan fungsi lain

yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi
Ketenteraman
dan
Ketertiban

Merumuskan dan
melaksanakan
kebijakan teknis di
bidang ketenteraman
dan ketertiban
umum.

. penyusunan bahan

perumusan,
pengoordinasian dan
pelaksanaan kebijakan di
bidang ketenteraman dan
ketertiban umum;

. penyusunan bahan

penetapan dan
pembinaan di bidang
ketenteraman dan
ketertiban umum;

Pelaksanaan
pemantauan, evaluasi
dan pelaporan dibidang
ketenteraman dan
ketertiban umum; dan

._pelaksanaan fungsi lain




yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Kepala Secksi
Perekonomian
dan
Pembanguna
n

merumuskan dan
melaksanakan
kebijakan teknis di
bidang
perekonomian dan
pembangunan.

. penyusunan bahan

perumusan,
pengoordinasian dan
pelaksanaan kebijakan
di bidang perekonomian
dan pembangunan;

. penyusunan bahan

penetapan dan
pembinaan pelaksanaan
kebijakan di bidang
perekonomian dan

pembangunan;

. Pelaksanaan

pemantauan evaluasi
dan pelaporan dibidang
perekonomian dan
pembangunan; dan

. pelaksanaan fungsi lain

yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi
Sosial
Kemasyarakalan

merumuskan dan
melaksanakan
kebijakan teknis di
bidang sosial dan
kemasyarakatan.

. penyusunan bahan

perumusan,
pengoordinasian dan
pelaksanaan kebijakan
di bidang sosial dan
kemasyarakatan;

. penyusunan bahan

pembinaan, pengelolaan,
penetapan dan fasilitasi
di bidang sosial dan
kemasyarakatan;

. penyusunan bahan

pemantauan, evaluasi
dan pelaporan di bidang
sosial dan
kemasyarakatan; dan

. pelaksanaan fungsi lain

yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Seksi
Pelayanan

Merumuskan dan
melaksanakan
kebijakan teknis di
bidang pelayanan,

penyusunan bahan
perumusan dan
pengoordinasian
pelaksanaan kebijakan
di bidang pelayanan;

b, penyusunan bahan




pembinaan, pengelolaan,
penetapan dan fasilitasi
di bidang pelayanan;

¢. penyusunan bahan
pemantauan, evaluasi
dan pelaporan di bidang
pelayanan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain
yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Moyo Hilir

Kecamatan Moyo Hilir merupakan salah satu dari 24 kecamatan yang ada di
Knlgupntm Sumbawa dan terletak dibagian barat Kabupaten Sumbawa. Jarak
dari ibukota Kabupaten Sumbawa yaitu Sumbawa Besar kurang lebih 73 km
sementara jarak ibu kota kecamatan ke masing-masing desa berkisar antara
0,5 km hingga 7 km. Batas wilayah Kecamatan Moyo Hilir sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Moyo Utara

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Lape

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Moyo Hulu dan Lopok
lSebdah Barat ! Berbatasan dengan Kecamatan Sumbawa dan Unter
WES

Kecamatan Moyo Hilir mempunysi luas wilayah 186,79 Km? mencakup 10
(sepuluh) desa, terdiri dari 48 Dusun, 57 RW yang membawahi 172 RT
dengan jumlah penduduk 24,693 jiwa terdiri dari 12,532 jiwa laki-laki dan
12,532 jiwa perempuan keadaan sampai dengan bulan Desember 2021,

Adapun data jumlah desa, perincian luas wilayah dan jumlah penduduk
tercantum dalam table berikut ini ;

! f Jumlah
No. Desa . Laki Perempuan | Jumlah
2 | 2 ik | 4 L 5

1 Desa Serading 2,382 2.293 4.675
2 Desa Kakiang 1.520 1.532 3.052
3 Desa Moyo 1.140 1.089 2,229
-4 Desa Poto 1.409 1.400 2.809
5 Desa Berare 1.602 1.598 3.200
[§] Desa Ngeru 851 844 1.6895
7 Desa Olat Rawa 893 786 1.679
8 Desa Batu Bangka 1.270 1.201 2471
e Desa Moyo Mekar B3l B55 1.686
10 | Desa Lab. ljuk 634 563 1.197

Jumlah 12,532 12,161 24.693

Sumber dati: Laporan Pendudulk bukin Desember 2001
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Berdasarkan data kepegawainn Kecamatan Moyo Hilir, sampai dengan

Tahun 2021, berikut disajikan kondisi dan status kepegawaian pada
tiap jabatan yang merupakan komponen utama pada aspek Sumber
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Daya Manusia di Kecamatan Moyo Hilir yang akan mempengaruhi
kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, yaitu:
a. Data SDM berdasarkan Status Kepegawaian:

No Jumlah PNS (Orang) Jumlah Jumlah Total (Orang)
PIR/Kantrak
(Orang)
1 21 3 24
b. Data SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan:
No | Jabatan/ Bagian |83 | S2 | 81/ | D3- | SMA | SMP | SD | Jumlah
D4 | DI Total
1 | Camat - | - 1 - - - - 1
2 | Sekretaris - |1 - - - - . 1
Kecamatan
3 | Seksi -1 - 1 - - - - 1
Pemerintahan
4 | Seksi Ekonomi - | - 1 - - - - 1
dan
Pembangunan
5 | Seksi Pelayanan - | - 1 e = 5 = 1
6 | Seksi Sosmas - | - 1 - & - * 1
7 | Seksi Trantib - | - 1 - = - 1
8 | Sub Bagian
Umum dan - | - - 1 - - 1
Kepegawain
9 | Sub Bagian
Perencanaan, - - 1 - 5 - 1
Keuangan dan
Pelaporan
10 | Staf -[-[3[-J10] - ]-1 13
12 | Honorer -] =] 3 - - 3 R 3
Jumlah - 11113 - 10 - - 24

C. Data SDM berdasarkan Batas Usia Pensiun:

No Jabatan / 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | >2026
Bagian
1 | Camat - 1 - - - -
2 | Sekretaris - - - - . - 1
Kecamatan
3 | Seksi - - - - - - 1
Pemerintahan
4 | Seksi - = - ' - 1 .
Ekonomi dan

Pembangunan
Seksi - - - - - - 1
Pelayanan
Seksi Sosmas | - - . - . = 1
Seksi Trantib | - - - - - 1 -
Sub Bagian - - - - - - -

21
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Umum dan
Kepegawain

Sub Bagian
Perencanaan,
Keuangan dan
Pelaporan

10

Staf

11

Honorer

Jumlah

2.2.2. Asset ! Modal

Berikut disajikan data data asset/modal pada Kecamatan Moyo Hilir
Kabupaten Sumbawa berdasarkan jenis asset sesuai data pada KIB
Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun

2021, terdiri dari :
a, Asset Tanah

b, Asset Mesin dan Peralatan

c. Asset Gedung dan Bangunan

Data asset /modal Kecamatan Moyo Hilir sampai dengan tahun 2021
sebagaimana tersebut diatas, disajikan dalam rekapitulasi data KIB

dibawah ini :
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2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2021

Kinerja pelayanan atau penyelenggarann tugas dan fungsi Kecamatan
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 sebagai tahun pertama dalam RPJMD
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 ditentukan berdasarkan tingkat
capaian kinerja Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa berdasarkan

sasaran/target

Renstra Kecamatan Moyo Hilir

Kabupaten Sumbawa.

berdasarkan penelahaan terhadap rencana dan realisasi, sebagai berikut:
a. IKU-1: Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan,

Pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat Desa yang
dilaksanakan

Berdasarkan dokumen PK Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten
Sumbawa Tahun 2021, diketahui bahwa memiliki target sebesar
100%, dan terealisasi pada tahun 2021 sebesar 100% menjadikan
capaian |KU-1 pada Tahun 2021 menjadi 100%. Dengan capaian
tersebut, maka nilai realisasi kinerja IKU-1 pada Tahun 2021 berada
dalam interval nomor 1 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja
“sangat tinggi” karena pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah
mencapai target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan
penilaian kinerja. Sebagaimana disajikan pada bagian sebelumnya,
target IKU-1 telah tercapai, hal demikian dapat dinyatakan telah
berhasil. Keberhasilan tersebut disebabkan pengaruh dari tercapainya
target seluruh pelaksanaan program yang telah ditentukan akan
berkontribusi terhadap pencapaian target IKU-1. Jika dibandingkan
dengan capaian kinerja tahun sebelumnya maka diketahui capaian
kinerja Tahun 2021 memiliki capaian kinerja yang konsisten tercapai
100%. Untuk memastikan tercapainya target kinerja IKU-1 pada tahun
berikutnya maka akan tetap diupayakan agar capaian kinerja outcome
dari seluruh program yang dilaksanakan tercapai atau terpenuhi
sesuai target.

b. IKU-2: Peningkatan Katagori Predikat Hasil Penilalan AKIP
Kecamatan Moyo Hilir

Berdasarkan dokumen PK Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa
Tahun 2021, diketahui bahwa 1KU-2 memiliki target B, maka dengan
realisasi B menjadikan capaian IKU-2 pada Tahun 2021 menjadi
100%. Dengan capaian tersebut, maka nilai realisasi kinerja IKU-2
pada Tahun 2021 berada dalam interval nomor 1 dengan kriteria
penilaian realisasi kinerja “sangat tinggi” karena pencapaian atau
realisasi kinerja capaian telah mencapai target dan berada diatas
persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Selanjutnya pada Tabel T-C.24, disajikan gambaran alokasi dan

realisasi anggaran pada Tahun 2021 sebagai bagian dari periode Renstra
2021-2026 dengan analisis sebagai berikut:

1)IKU-1: Persentase

Capalan

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintahan, Pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat

Desa yang dilaksanakan

Pagu
Copun ' frugyorn | puguorA | Meataut | P02
Indikator Kinerja Tahusn - TA. 2021  [TA. 2021 (Rp | Anggemn
Tubu Anggars
2021 2021 (Rp (Rp juta) juta) (Rp juta) =
Juts)
scntase Capminn
Kinerja  Penyeleng-garaan
Pemerintah, Pelayanan| 1009 201356300 291.356.001 | 207.566.300 (207.566.300 100
Pubilik dan Pemberdayaan
rasyarahal
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Berdasarkan tabel di atas, maka upaya pencapaian target IKU-1 telah
dilakukan dengan sangat baik yang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebesar
100%. Jumlah capaian realisasi anggaran berdasarkan anggaran DPPA TA,
2021 sebesar 100%, namun jika jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2021
tersebut dibandingkan dengan pagu indikatif dalam Renstra Tahun 2021,
maka capaian anggaran yang direalisasikan TA. 2021 hanya sebesar 71,24%.
Memperhatikan hal tersebut, maka terhadap IKU-1, Kecamatan Moyo Hilir
Kabupaten Sumbawa berkinerja sebesar 100% dengan menggunakan
anggaran sebesar 71,24% dari jumlah anggaran dalam DPA Tahun 2021 dari
pagu indikatif Tahun 2021 dalam Renstra. Hal ini merupakan salah satu
bentuk efisiensi atas anggaran, karena jumlah target IKU-1 yang ditetapkan
dalam Renstra tidak dilakukan penyesuaian akibat perubahan angggaran
pada Tahun 2021 sebagai salah satu input utama.

2)IKU-2: Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Kecamatan Moyo Hilir
tadiitte Capaian |Pagu Indikatif | Pagu DPFA L.“ DFFA TA. Realisasl Capalan

Kinerja tra Tahun | TA. 2021 Anggarun (Rp
Wiaes. Tehun 2021 (2021 [Rp juts) | (Rp juts) X e ety Juts) Anggarsn
Peningkatan
Kategorn
Nilmi SAKIP 100 2.404.851.422 0.269.788.634 2.291.669.547 |2.2T8.930.489 9,44
Kecamatan
Movo Hilir

Berdasarkan tabel di atas, maka upaya pencapaian target IKU-2 telah
dilakukan dengan sangat baik yang ditunjukkan oleh capaian kinerja
sebesar 100%. Jumlah capaian realisasi anggaran berdasarkan anggaran
DPPA TA. 2021 sebesar 99,44%, namun jika jumlah realisasi anggaran
pada Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan pagu indikatif dalam
Renstra Tahun 2021, maka capaian anggaran yang direalisasikan TA. 2021
mencapai sebesar 94,76%. Maka diketahui bahwa [KU-2 berkinerja sebesar
100% dengan menggunakan anggaran sebesar 99,44% dari jumlah
anggaran dalam DPPA Tahun 2021 dan sebesar 94,76% dari pagu indikatif
Tahun 2021 dalam Renstra. Hal ini merupakan salah satu bentuk efisiensi
atas anggaran, karena jumlah target IKU-1 yang ditetapkan dalam Renstra
tidak dilakukan penyesuaian akibat perubahan angggaran pada Tahun
2021 sebagai salah satu input utama.

2.,5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan
Moyo Hilir

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Moyo Hilir
selama 5 ( lima ) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi
dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan
Kecamatan Moyo Hilir 5 ( lima ) tahun ke depan diantaranya :

1. Penataan penyelenggraaan administrasi pemerintahan belum optimal

2. Pelayanan publik belum optimal

3. Pelaksanaan Pembinanan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan desa

4, Banyaknya anggaran yang terserap di desa sehingga dituntut untuk
bisa mendampingi secara optimal.

5. Masih banyaknya masyarakat yang belum tertib administrasi terutama
administrasi kependudukan.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-1SU STRATEGIS KECAMATAN MOYO HILIR

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, dapat disebutkan bahwa permasalahan perangkat daerah adalah
kesenjangan antara kinerja perangkat daerah yang dicapai saat ini dengan
yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa
datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berbagai permasalahan
perangkat daerah tersebut menjadi hal penting yang akan menjadi dasar
penentuan isu strategis bagi perangkat daerah. Isu strategis itu sendiri
merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan
dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah karena akan
memiliki dampak yang cukup signifikan bagi perangkat Daerah dengan
karakteristik  bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka
menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan
tugas dan fungsi perangkat daerah di masa yang akan datang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kecamatan Moyo Hilir

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Moyo Hilir yang
terkait dengan Pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi telah
disingkronisasikan dengan hasil identifikasi permasalahan daerah pada sub
urusan penunjang dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sumbawa.
Maka berbagai permasalahan pelayanan dan penyelenggaan tugas Kecamatan
Moyo Hilir serta faktor-faktor yang mempengaruhinya disajikan dengan
memperhatikan hasil isian Tabel T-B.35 dalam Ranwal RPJMD Kabupaten
Sumbawa Tahun 2021-2026, seperti dibawah ini:

TABEL T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa

l .HLJ _ Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
| (1) | (2) (3) (4)
1 | Pelaksanaan 1 Belum 1 Belum optimalnya pengelolaan

| | Reformasi Birokrasi optimalnya pemerintahan berbasis IT
belum optimal yang penyelenggaraan {information technology)

| diantaranya pemerintahan

- dipengaruhi oleh dalam 2 Rendahnyn efisiensi, efektivitas

| belum optimalnya menerapkan sertn nkuntabilitas aparatur dalam

. tata kelola prinsip bersih tata kelola pemerintahan
pemerintahan, dan melayani, =
sehingea penting 3 Masih rendahnya pemahaman
untuk menciplakan aparntur terhadap peraturan

L. hirokrasi perundang-undangan
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pemerintahan yang 4  Masih rendahnyn kapasitas
bersih (anti Korupsi), kompetensi SDM kecamatan dalam
cepat dan bermutu, rangka Peningkalan kualilas
memberikan pembinaan dan pengawiasan
kepastian serta penyelenggarann tUgas-tUgAS WMLm
pelayanan yang cepat pemerintahan desa
dan efisien

Keterangan:

1 rumusan Masalah Pokok yang bersifat makro bagl dacrah, yang akan dipecahkan
melalui rumusan misl, tujuan dan sasaran

2 rumusan Masalah yang bersifat spesifik dan

dipecahkan melalui strategi
3 rumusan Akar Masalah dengan mencari penyebab masalah secara rinci dan

diselesaikan dengan pilihan arah kebijakan atau kebijakan umum

Uraian masalah pokok pada Tabel T-B.35 dalam RPJMD di atas
merupakan Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat
makro bagi daerah yang akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan
sasaran. Uraian masalah merupakan perumusan masalah yang ditentukan
dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih
spesifik dan dipecahkan atau diselesaikan melalui pilihan-pilihan strategi.
Uraian akar masalah merupakan perumusan akar masalah yang ditentukan
dengan mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci dan
dipecahan/diselesaikan melalui pilihan arah kebijakan atau kebijakan
umum.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala
daerah Terpilih

Tugas dan fungsi Kecamatan di Kabupaten Sumbawa yang terkait
dengan pencapaian visi, melalui pelaksanaan misi-misi, serta program kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih didasarkan pada Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 80 Tahun 2020 Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan UU
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa daerah
(kabupaten [kota) diberikan kewenangan melaksanakan urusan
pemerintahan konkuren, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
Urusan wajib selanjutnya terbagi menjadi dua yaitu urusan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak terkait dengan pelayanan
dasar.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumbawa periode 2021-
2026, mengusung Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa “Terwujudnya
Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban”. “Sumbawa gemilang” bermakna
bahwa Kabupaten Sumbawa harus menjadi daerah yang memiliki daya saing
kuat serta mampu berkompetisi baik di tingkat regional, nasional maupun
internasional; dan “berkeadaban™ yang mengandung makna bahwa
masyarakat Sumbawa harus mampu memegang teguh agama dan nilai-nilai
positif dari budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk
kehidupan masyarakat sejahtera secara spiritual, penuh dengan kedamaian,
persahabatan dan rasa kekeluargaan dalam menjalankan kehidupannya
sebagai warga negara; kebutuhan sandang, pangan dan papan telah tersedia
dan terdistribusi secara cukup.



Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan dipenuhi atau dicapai
melalui pelaksanaan lima misi. Berdasarkan tahapan dan proses yang telah
dilakukan terhadap penyusunan Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-
2026, maka telah ditetapkan nomenklatur tujuan, indikator tujuan, sasaran,
indikator sasaran RPJMD 2021-2026. Setiap indikator sasaran tersebut
menjadi dasar bagi setiap perangkat daerah untuk menentukan nomenklatur
tujuan, sasaran beserta indikatormya yang akan dituangkan atau dinyatakan
dalam ranwal Restra Kecamatan Moyo Hilir.

Kecamatan Moyo Hilir selanjutnya akan menentukan nomenklatur
tujuan dan sasaran, yang akan berkontribusi terhadap pencapaian visi
melalui pelaksanaan misi daerah dengan tolok ukur keberhasilan melalui
pencapaian target indikator sasaran RPJMD. Untuk mendukung pencapaian
target indikator sasaran RPJMD khususnya pada misi ketiga, vaitu
Persentase Peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi, Kecamatan Moyo
Hilir melaksanakan satu program rutin dan 5 (lima) program teknis yang
dilaksanakan oleh Kecamatan Moyo Hilir. Memperhatikan tugas dan fungsi di
atas, maka terdapat hubungan dan kesesuaian yang tegas antara visi dan
misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
Kecamatan Moyo Hilir yang selanjutnya dinyatakan dalam penentuan tujuan
dan sasaran beserta indikatornya pada dokumen perencanaan Kecamatan
Moyo Hilir. Hubungan antara program, kegiatan serta sub kegiatan yang
dilaksanakan oleh Kecamatan Moyo Hilir dengan Visi dan Misi Bupati/Wakil
Bupati terpilih sebagaimana termaktub dalam Dokumen RPJMD Kabupaten
Sumbawa Tahun 2021-2026 dapat digambarkan sebagai berikut:
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3.3Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kecamatan Moyo Hilir Provinsi
NTB

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dae::ah. Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, bagian ini ml:ngident‘tﬁkamknn faktor-faktor
penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Ptrangkqt
Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Moyo Hilir
ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L terkait serta Renstra
Kecamatan Moyo Hilir Provinsi NTB. Kecamatan Moyo Hilir, t{lelakuknn
penelahaan terhadap 2 (dua) renstra kementerian yaitu kementerian dalam
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negeri dan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
birokrasi.
a. Telaahan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negerl 2020-2024

Berdasarkan Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024,
diketahui bahwa sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri ditentukan
dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan yang
dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berbagai
permasalahan dan isu-isu strategis menjadi dasar penentuan sasaran
strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, termasuk diantaranya
adanya Pandemi COVID-19 di dunia termasuk di Indonesia. Penyebaran
Corona Virus Disease 2019(Covid-19) yang cenderung meningkat, telah
menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang banyak, serta telah
berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
Indonesia. Kondisi ini tidak dapat diprediksi oleh siapapun kapan akan
berakhir. Presiden Rl pada pertemuan dengan Gubernur seluruh Indonesia di
Istana Bogor tanggal 15 Juli 2020, telah menyatakan bahwa situasi dalam
pandemi covid-19 merupakan situasi yang betul-betul luar biasa sulitnya,
karena harus mengendalikan dua hal, yaitu ekonomi dan kesehatan. Kita
tidak bisa lagi bekerjia dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) normal,
kita harus bekerja dengan SOP yang ada terobosannya. Organisasi Kerjasama
dan Pembangunan Ekonomi (OECD 2020) menyatakan bahwa diperkirakan
perekonomian dunia saat pandemi mengalami pertumbuhan negatif, seperti
Perancis minus 17,2% (tujuh belas koma dua persen), Inggris minus 15,4%
(limabelas koma empat persen), Jerman minus 11,2% (sebelaskoma dua
persen), dan Amerika Serikat minus 9,7%(Sembilan koma tujuh persen).
Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah Daerah harus
dapat mengantisipasinya, dan dapat mencari solusi yang efektif agar pandemi
ini dapat ditangani dengan baik.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, untuk periode 2020-2024
ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden,yang meliputi:
a. Pembangunan SDM
b. Pembangunan Infrastruktur
c. Penyederhanaan Regulasi
d. Penyederhanaan Birokrasi
e. Transformasi Ekonomi

b. Telaahan terhadap Renstra Kementerian PAN dan RB Tahun 2020-
2024

Berdasarkan Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan berdasarkan
beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah dari Stakeholder Perspective,
yang menjabarkan pencapaian impact yang diharapkan dengan sasaran
impact (S1) adalah™Terwujudnya Birokrasi yang Berkualitas, Kapabel, dan
Berdaya Saing”. Keberhasilan sasaran impact ini diukur dengan indikator
yaitu Nilai Pelaksanaan RB Nasional. Sasaran Strategis KemenPANRB akan
dicapai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dibangun pada
Internal Process Perspective. Sudut pandang proses internal ini merupakan
jabaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PANRB sebagai unit
teknis. Fokus dalam perspektif ini adalah proses internal yang ada di
Kementerian PANRB yang harus dilakukan. Dalam perspektif ini, ada 6
(enam) Sasaran Strategis yang dibangun, yaitu:
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1)

2)

3)
4
5)
6)

Terwujudnya kelembagaan yang sederhana responsif, adaptif dan
kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi (S81):

Terwujudnya Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan
sejahtera (SS2):

Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektifdan Akuntabel (SS3):
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas (S54):
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima (855):
Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional (S56):

c. Telanhan terhadap Renstra Kecamatan Moyo Hilir Provinsi NTB

Berdasarkan dokumen renstra Kecamatan Moyo Hilir Provinsi NTB

Tahun 2018-2023, diketahui bahwa sasaran-sasaran ditentukan sesuai visi,
misi dan tujuan pemerintah Provinsi NTB yang telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Kecamatan Moyo Hilir Nusa Tenggara
Barat berdasarkan tugas dan fungsinya menetapkan, tujuan, dan sasaran
sebagai berikut:

@ U swwN~

. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah;
Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran;

Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat;

Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta
kemudahan perizinan;

Menanamkan Nilai Sosial Budaya, Toleransi Masyarakat, dan Iklim
Demorasi

Meningkatnya kualitas dan penegakan produk hukum daerah

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kecamatan Moyo Hilir Provinsi
NusaTenggara Barat menentukan beberapa sasaran, yaitu:

eRINONRW N

10.

14.

Terwujudnya perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
Terwujudnya pelaporan bidang evaluasi kinerja pemerintah daerah
vang akuntabel dan transparan.
Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel
Terwujudnya ASN sesuai kebutuhan, kompetensi dan kualitas.
Terwujudnya Kerjasama Daerah.
Terlaksananya Evaluasi Kerjasama Daerah.
Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan.
Terwujudnya pelayanan publik yang mudah,cepat dan tepat.
Terwujudnya penyebaran informasi yang cepat, akurat dan
berkesinambungan.
Terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa yang transparan,
efektif, efisien danakuntabel.
Terlaksananya pelayanan tamu pimpinan yang berkualitas.
Terlaksananya pengembangan investasi.
Tertanamnya nilai Keagamaan, Sosial budaya dan toleransi di
masyarakat.
Meningkatnya produk hukum daerah yang terbentuk

Penyajian dan penelahaan terhadap sasaran dalam rencana strategis

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB dan sasaran dalam rencana
strategis Kecamatan Moyo Hilir Provinsi Nusa Tenggara Barat disajikan dalam
bentuk matrik sehingga mudah diidentifikasikan poin-poin yang dapat
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menjadi faktor pendorong dan/atau penghambat terhadap pelaksanaan
tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan Moyo Hilir , sebagai berikut:
Matriks Telahaan Renstra K/L dan Kecamatan Moyo Hilir Provinai NTB sebagai

Faktor Penghambat (-) dan/atau Pendorong (+) terhadap Pelaksanann Tugas,
Fungsi dan Kewenangan Kecamatan Moyo Hilir Knbupaten Sumbawa

Sasaran Faktor
No | Kemendagr 2020- KemenPANRB Setda Provinsi NTH %1 .
2024 2020-2024 2020-2024

1 | Meningkatnya - v
kualitas demokrasi
Indonesia (S51)

2 | Meningkatnya - Tertanamnya nilai v
implementasi nilai- Keagamaan, Sosial
nilai Pancasila di budaya dan toleransi
Daemh [552) di masyarakat

3 | Meningkatnya - - V
kewaspadaan
nasional (SS3)

4 | Meningkatnya - - W
kualitas
penyelenggaraan
trantibumlinmas
(554)

5 | Meningkatnya Terwujudnya Terwujudnya ASN v
kapasitas dan birokrasi yang sesuai kebutuhan,
kualitas SDM bersih dan kompetensi dan
aparatur berintegritas kualitas
pemerintahan dalam
negeri (SS5)

6 |- Terwujudnya ASN | - v

Kementerian
PANRB yang
profesional,
berintegritas, dan
sejahtera
7 Terwujudnya - v
Kementerian
PANRB yang
berkinerja tinggi,
dan akuntabel

8 | Meningkatnya . Meningkatnya produk |
harmonisasi kualitas hukum daerah yang
produk hukum pusat terbentuk
dan daerah (S56)

9 | Meningkatnya tata Terwujudnya Terwujudnya v
kelola pemerintahan | kelembagaan yang | perangkat daerah yang
dalam negeri yang sederhana, tepat fungsi dan tepat
adaptif, profesional, responsif, adaptif ukuran
proaktif, dan inovatil | dan kolaboratif
(887) serta SPBE yang

terinte grasi

10| - Terwujudnya Terwujudnya v
Terwujudnya ASN pelayanan publik yang
yang profesional, mudah,cepat dan
berintegritas, dan tepat
seinhtern




11

Terwujudnya
penyebaran informasi
yang cepat, nakurat
dan
berkesinambungan

12 | - Terwujudnyn Terlaksananyn
kualitas pelayanan | pelayanan tamu
publik Kementerian | pimpinan yang
PANRB yang prima | berkunlitas

13| - - Terlaksananya

pengembangan
investasi

14 | Terjaminnya hak-hak | Terwujudnya -
keperdataan setiap kualitas pelayanan
warga negara dalam | publik yang prima
aspek kependudukan
dan tersedianya data
kependudukan untuk
semua keperluan
(558)

15 | Meningkatnya tata - .
kelola
penyelenggaraan
kewilayahan [SS9)

16 | Meningkatnya Peningkatan =
kualitas reformasi efektivitas
birokrasi di Reformasi Birokrasi
lingkungan Nasional
Kementerian Dalam
Negeri (S510)

17 | Terwujudnya Terwujudnya Terwujudnya
Kementerian Dalam kelembagaan pelaporan bidang
Negeri yang akuntabel | Kementerian evaluasi kinerja
dan berintegritas PANRB yang efektif | pemerintah daerah
[8811) dan efisien yang akuntabel dan

transparan

18 Terwujudnya Terwujudnya
Instansi Pemerintah | penatausahaan
yang Efektif dan keuangan yang
Akuntabel akuntabel

19 | - - Terwujudnya

konsistensi antar
dokumen perencanaan
20 - Terwujudnya layanan
pengadaan
barang/jasa yang
transparan, efektif,
efisien dan akuntabel

21| - - Terwujudnya
Kerjasama Dacrah

22| - - Terlaksananya
Evaluasi Kerjasama
Daerah

23 | Meningkatnya -
kemanfaatan hasil
lithang sebagai
rujukan utama dalam
penataan kebijakan di
lingkungan

Kemendagri (S512)
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Kesimpulan:
Memperhatikan sasaran-sasaran K/L di atas, maka secara umum memiliki

korelasi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan di Kabupaten
Sumbawa. Oleh karena itu sasaran-sasaran yang telah ditentukan di atas

menjadi faktor pendorong pelaksanaan pelayanan atau penyelenggaraan
tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hilir.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
3.4.1 Metoda penentuan isu-isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan Kecamatan
untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.
ldentifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas
prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika
birokratis dapat dipertanggung jawabkan. Perencanaan pembangunan antara
lain dimaksudkan agar layanan Kecamatan senantiasa mampu
menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh
karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan
eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh
diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan adalah
kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi
Kecamatan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis
adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan
menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat
dalam jangka Panjang. Isu strategis Kecamatan Moyo Hilir diperoleh dari
analisis internal berupa identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses
pelaksanaan tugas dan fungsi maupun analisis eksternal berupa kondisi
yang menciptakan peluang dan tantangan bagi Kecamatan Moyo Hilir di masa
lima tahun mendatang. Dipersingkat sesuai dengan permasalahan yang ada.

3.4.2 Hasil Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan Kecamatan Moyo Hilir yang
disebutkan pada bagian sebelumnya, maka teridentifikasi bahwa
pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa
sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja penyelenggaraan sub urusan atau
bidang pemerintahan dan pelayanan yang menjadi kewenangan kecamatan
yang telah terbagi habis pada seluruh perangkat teknis. Berdasarkan ht:ml.]
penelaahan terhadap sasaran jangka menengah pada Renstra Kementenan
Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang disajikan pada bagian sebelumnya,
maka teridentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi,
baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Penentuan isu strategis ini
terklasifikasi dalam beberapa aspek, yaitu:
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A.

Sumber Daya Manusla Pemerintahan:

1) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM termasuk jabatan struktural
yang sesuai dengan standar kompetensi diperlukan dalam

mendukung pelaksanaan tupoksi.

2) Belum sinkronnya penyelenggaraan kediklatan bagi aparatur
pemerintahan dengan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan
oleh unit organisasi.

3) Perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi
sebagai instrumen utama dinamika sosial yang sangat cepat
menuntut Kecamatan Moyo Hilir untuk melakukan perubahan dalam
proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi, informasi, dan
komunikasi secara maksimal.

4) Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan
netral sebagai salah satu prasyarat untuk dapat mewujudkan
birokrasi yang berkinerja tinggi. Untuk itu diperlukan penguatan
manajemen ASN yang profesional berbasis sistem merit. Hal ini
disebabkan masih lemahnya manajemen ASN khususnya pada
pembinaan karier dan manajemen kinerja.

Penguatan peran Kecamatan sebagal wakil kepala daerah di wilayah
kecamatan:

1) Belum maksimalnya penguatan fungsi/kinerja camat sebagai wakil
bupati, dalam hal ini pemberian anggaran yang proporsional.

2) Belum optimalnya proses pengadministrasian wilayah administrasi
pemerintahan dan kawasan di kecamatan.

3) Belum terselesaikannya permasalahan segmen batas wilayah
desa/kelurahan dan kecamatan.

4) Belum optimalnya peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang
bersifat kewilayahan termasuk dalam pembinaan Desa dan Kelurahan
serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum diKecamatan,
yang antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya pendelegasian
kewenangan kepada Camat dan kurangnya pengalokasian dana
kecamatan dalam mendukung peran Camat serta belum
terbangunnya sistem informasi pelayanan publik di kecamatan yang
terintegrasi di Kabupaten Sumbawa.

o) Masih rendahnya efektifitas kelembagaan yang melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa,

6) Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam
mengelola pemerintahan desa.

7) Masih kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa.
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8) Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa.
9) Masih rendahnya jumlah desa dengan klasifikasi Desa Mandiri.
C. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronlk{SPBE);

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang
bagi pemerintah Kecamatan untuk melakukan inovasi pembangunan
aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik  (SPBE) atau egovernment,yaitu penyelenggarnan
pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan
kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis,
masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE member| peluang untuk
mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang
terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi
antarinstansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas
pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan
kualitas dan jangkauan pelayanan public kepada masyarakat luas, dan
menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi,
korupsi, dan nepotisme melalui penerapan system pengawasan dan
pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Uraian di atas, merupakan suatu tantangan dan tuntutan bagi
Kecamatan Moyo Hilir sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya
untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala daerah agar dapat
mengimplementasikan kebijakannya khususnya untuk mencapai suatu
kondisi terwujudnya pembangunan daerah yvang berkelanjutan.



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MOYO HILIR

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan
kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian
hasil(outcome) program Perangkat Daerah.

Kecamatan Moyo Hilir menentukan nomenklatur tujuan dengan
memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang
tertuang dalam RPJMD. Dalam penentuan tujuan perangkat daerah tersebut,
Kecamatan Moyo Hilir fokus terhadap indikator sasaran pemerintah daerah
dalam RPJMD vang berkesuaian dengan jenis kewenangan vyang
dilaksanakan oleh Kecamatan, yaitu yang terkait dengan perbaikan dan
peningkatan kualitas layanan publik. Tujuan sasaran beserta indikator yang
disebutkan pada Tabel T-C.25 berikut merupakan bentuk pernyataan bahwa
Kecamatan Moyo Hilir memastikan akan berkontribusi terhadap indikator-
indikator sasaran pemerintah daerah yang berkesuaian, sebagai berikut:

Tﬂtﬂl T"CH-ZE‘-
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan/Pelaksanaan
Tugas/Fungsi/Kewenangan
Kecamatan Moyo Hilir [ [ [ 1
Target Kinerja Tujuan [/ sasaran
No. “ﬁ%ﬂn Sasaran PD Indikator Kinerja pada Tahun ke-
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | Meningkatkan Nilal Reformasl Nilal RB 51,32 | 51,91 | 52,50 | 55,00 | 57,50
Birokrasi dengan Peningkatan
koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik
dan pemberdayaan masyarakat
desa
Meningkatnya Persentase capaian | 100 | 100 - -
koordinasi kinerja
penyelengearaan penyelenggaraan
pemerintahan, pemerintahan,
pelayanan publik dan | pelayanan publik
pemberdayaan dan pemberdayann
masyarakat desa masyarakat desa
yang dilaksanakan
Meningkatnya Nilaf Survel N/A | N/A 61 62 63
kualitas Pelayanan Kepuasan
publik Masyarakat
: 1 Meningkatnya Katagori Predikat i) 1] B bt BB
katagorl Predikat Hasil Penilainn
Hasll Penilalan AKIP | AKIP Kecamatian
Kecamatan Moyo Hillr | Moyo Hilir
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Tujuan Kecamatan Moyo Hilir di atas, dimaksudkan untuk
memberikan kontribusi kepada sasaran pemerintah daerah, yaitu
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pelayanan
publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Moyo Hilir yang
menyelenggarakan fungsi staf untuk memfasilitasi dan mendukung
pelaksanaan tugas Camat Moyo Hilir . Maka, nomenklatur tujuan dari
Kecamatan Moyo Hilir sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten
Sumbawa telah ditentukan dalam rangka mendukung pelaksanaan misi
ketiga dari Bupati/Wakil Bupati Sumbawa periode 2021-2026.



BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MOYO HILIR

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Strategi di definisikan sebagai suatu langkah berisikan program-
program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk
mencapai sasaran. Sementara itu, Arah Kebijakan dimaksudkan sebagai
suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan
permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang
dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten
Sumbawa beserta indikator dan targetnya, maka selanjutnya dilaksanakan
penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan mengarahkan pada
ketercapaian dari target yang telah ditentukan pada Tabel TC-25 selaras
dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai berikut:

Tabel T-C.26.
Hubungan antara Visi, Misi KDH/WKDH dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Moyo Hilir

Visi :  Mewujudkan Sumbawa Gemilang yang
Berkeadaban

Misi 3 :  Sumbawa Bersih dan Melayani

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan 1 | Meningkatnya | 1 | Peningkatan 1 | Mengkoordinasikan
Nilai Reformasi kualitas Kualitas penyelenggaraan
Birokrasi dengan Pelayanan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
Peningkatan publik Pemerintahan dan di Tingkat kecamatan
koordinasi Pelayanan Publik Menyelenggarakan
penvelenggaraan di Kecamatan urusan pemerintahan
pemerintahan, yang tidak
pelayanan publik dilaksanakan oleh unit
dan kerja PD vang ada di
pemberdayaan Kecamatan
masyarakat desa Mengkoordinasikan

2 | Peningkatan
Kualitas
Pembenlayaan
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pemeliharaan prasana
dan sarana pelayanan
umum di Wilayah
Kecamatan Moyo Hilir
Melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang
Dilimpahkan oleh
Bupati kepada Camat

Mengkoondinasikan
Kegiatan Pembe rdayaan
Desa




Masyarakat Desa

Peningkatan
Kunlitas
Ketentraman dan
Ketertiban Umum

Peningkatan
Kualitas
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
Umum
Peningkatan
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Mengkoordinasikan
Pemberdayaan Lembagna
Kemasyarakatan
Tingkat Kecamatan
Mengkoordinasikan
Upaya Penyelenggaraan
Ketenternman dan
Ketertiban Umum
MengKoordinasikan
Penerapan dan
Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
Mengkoordinasikan
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Umum sesuai
Penugasan Kepala
Daerah

Memfasilitasi
Penyusunan Peraturan
Desa dan Peraturan
Kepala Desa
Memfasilitasi
Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
Memfasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Desa dan
Pendayapunaan Asel
Desa

Memasilitasi Penerapan
dan Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan
Memfasilitasi
Pelaksanaan Tugas
Kepala Desa dan
Perangkat Desa
Merekomendasikan
Pengangkatan dan
Pemberhentian
Perangkat Desa
Memifasilitasi
Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan
Desa

Memfasilitasi Penetapan
Lokasi Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Memiasilitasi
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Memfasilitasi
Pelaksanaan Tugas,
Fungsi, dan Kewnjiban
Lembaga




Meningkatnya
kinerja
Kecamatan
Moyo Hilir

Peningkatan
Kualitas
Penyelenggaraan
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Kewenangan
Kecamatan
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Kemasynrakatan

Memfasilitasi
Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
Partisipatif
Meminsilitasl Kerja
Samn Antardesa dan
Kerja Sama Desa
dengan Pihak Ketiga
Memfasilitasi Penataan,
Pemanfaatan, dan
Pendayagunaan Ruang
Desa Serta Penetapan
dan Penegasan Batas
Desa

Memfasilitasi
Penyusunan Program
dan Pelaksanaan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Mengkoordinasikan
Pendampingan Desa di
Wilayahnya
Mengkoordinasikan
Pelaksanaan
Pembangunan Kawasan
Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
Melaksanakan proses
danfatau
menyelesaikan
dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Melaksanakan proscs
dan/fatau
menyelesaikan
dokumen Administrasi
Keuangan Kecamatan
Moyo Hilir
Melaksanakan proses
danfatau
menyelesaikan
dokumen Administrasi
Barang Milik Daerah
pada Kecamatan Moyo
Hilir

Melaksanakan proses
dan/atau
menyelesaikan
dokumen Administrasi
Kepegawaian
Kecamatan Moyo Hilir
Melaksanakan proses
dan/atan
menyelesaikan
dokumen Administrusi




31

32

Umum [ IT )JKecamatan
Maoyo Hilir

Melaksanakan proses
dan/atau
menyelesaikan
dokumen Pengadanan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
pada Kecamatan Moyo
Hilir

Melaksanakan proses
danfatau
menyclesaikan
dokumen Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
pada Kecamatan Moyo
Hilir

Melaksanakan proses
dan/atau
menyelesaikan
dokumen Pemeliharaan
BMD Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
pada Moyo Hilir

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka berbagai strategi dan arah

kebijakan yang di

tetapkan oleh Kecamatan Moyo Hilir selanjutnya

dioperasionalisasikan dalam program-program yang telah disebutkan dalam
dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, yaitu:

me a0 oo

Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa da Kelurahan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa




BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KECAMATAN MOYO HILIR 2021-2026

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evalunsi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
menyebutkan bahwa program merupakan suatu penjabaran kebijakan
Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Maka berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang
telah diperbarui melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa umumnya dan
Kecamatan Moyo Hilir pada khususnya telah melakukan penyesuaian
sebagaimana amanat kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam
regulasi di atas dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah.

Program pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Kecamatan
Moyo Hilir merupakan program strategis Daerah sebagai instrumen arah
kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Setiap program memiliki
sejumlah kegiatan dimana setiap kegiatan merupakan serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan joleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran (outpuf) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu
program. Selanjutnya setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan yang
merupakan serangkaian aktivitas belanja yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah untuk menghasilkan sub keluaran (suboutpuf) dalam rangka
mencapai keluaran (output] suatu kegiatan. Adapun rencana program,
kegiatan /sub kegiatan pada Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa
periode Tahun 2021-2026 disajikan pada T-C.27 sebagai berikut :
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BAB VIl
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diketahui bahwa
capaian suatu program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi sebuah kinerja
dalam bentuk suatu keluaran/hasil/dampak yang berkaitan dengan
penggunaan sumber daya pembangunan (inpuf). Untuk itu diperlukan suatu
Indikator Kinerja yang akan berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja
penyelenggaraan bidang urusan melalui suatu sub kegiatan, kegiatan, program
atau sasaran dan tujuan dalam bentuk sub keluaran (sub output),
keluaran{outpuf), hasil (outcome), dampak (impact) yang dilaksanakan
Kecamatan Moyo Hilir,

Indikator kinerja Kecamatan Moyo Hilir yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai pada lima tahun mendatang
merupakan bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28 berikut ini:

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja (Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD)
Kecamatan Moyo Hilir

Komda T ian Betiap T Kendon
: Kinerja arget Capaian p Tahun _
Indikator Tujuan FD (xj, Indikator pada mﬁ*'?‘
Basaran PD (xxi, Indikater Program awal Tehun | Tahun | Tehun | Tahun | Tahun akhir
o] periode 1 2 3 4 5 penode
RPIMD RPIMD
Nilal RB (15-12) 51,82 51,42 | 51,91 | 82,850 | 5500 | 57,50 57,50
1.1 Katagori Predikat Hasll Penilalan B a8 B B BB BB BB
AHIP Hecamutan Moyo Hilis
1.1.1 | Mimi AKIP Kecamaian Moyo Hilir 60,02 GO.5 63 65 71 T2 T2
1.2 | Hilal Survel Kepussan Masyarakat NIA NjA N/A 61 62 &3 63
1.2.1 | Persentase capaian kinerja 100 100 100 100 100 100 Loo
prnyelenggaraan pemenntahan dan
pelayanan publilc
1.2.2 | Persentase capaan kinera 100 100 Lt 100 100 100 100
penyelenggarnsn pemberdayann
masyarakat desa dan Keluaran
1.2.3 | Persentnse capaian kinerja 100 100 100 100 100 100 100
penyelenggarasn koordinasi
ketenteraman dan ketertiban umum
yang dilaksanakan
1.2.4 | Perscniase capaian kinerja 100 100 100 100 100 100 100
pemerunitahan WMLm
1:2.5 | Persentase capaan kinerja 100 100 100 1 100 100 100
pembensan dan pengawasan
pemerintahan desa yang
dilaksanakan
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BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun
2021-2026 disusun sesuai amanat perundang-undangan yang terkait dan
dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kaidah-kaidah sebagai berikut:

a. Bahwa Perubahan Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa

Tahun 2021-2026 tetap merupakan implementasi pencapaian visi, misi,

tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program pemerintah

Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan sesuai kedudukan, tugas dan

fungsi Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, Program dan

kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan dikendalikan sepenuhnya oleh

Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa selaku kepala PD dan

dilaksanakan oleh seluruh ASN di Kantor Camat Moyo Hilir kabupaten

Sumbawa sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Perubahan Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun
2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan RKA
Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa sectiap tahunnya sesuai
periode Renstra, dengan mengacu kepada RKPD Kabupaten Sumbawa;

¢. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam
Perubahan Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa 2021-
2026 dilaksanakan secara akuntabel dan hasilnya akan disampaikan
dalam bentuk laporan tertulis secara periodik dari seluruh aparatur sipil
negara di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa kepada Bupati
Sumbawa melalui Sekretaris Daerah yang terintegrasi dengan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.

Perencanaan yang baik merupakan setengah dari keberhasilan, maka
dengan optimlaisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan
semua program, kegiatan hingga sub kegiatan diharapkan dapat mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam lima tahun ke depan. Dengan
terlaksananya seluruh yang direncanakan diharapkan akan terbangun tata
kelola anggaran yang akuntabel, schingga dapat mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang optimal serta terselenggaranya pelayanan publik yang lebih
baik, lebih cepat dan akurat.

h)

BUPATI SU WA

¥ -~

MAHMUD ABDULLAH
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